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III. METODE PENELITIAN 

 

 

 

A. Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan 

dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum 

yang didasarkan pada asas-asas, norma-norma dan peraturan yang berlaku
1
 

 

Berdasarakan pengertian di atas maka pendekatan yuridis normatif dalam 

penelitian ini digunakan untuk melakukan analisis perbandingan perlindungan 

hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

 

B. Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang 

diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari:  
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1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer bersumber dari: 

(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 

Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana. 

(4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak 

(5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

(6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik 

Indonesia.  

(7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana 

Anak 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder dapat bersumber dari bahan hukum yang melengkapi 

hukum primer dan peraturan perundang-undangan lain yang sesuai dengan 

masalah dalam penelitian ini, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

 

3. Bahan Hukum Tersier  

Bahan hukum tersier dapat bersumber dari berbagai bahan seperti teori/ 

pendapat para ahli dalam berbagai literatur/buku hukum, dokumentasi, kamus 

hukum dan sumber dari internet. 



36 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data  

 

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan, yaitu prosedur 

yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan 

mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan 

peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.  

 

D. Prosedur Pengolahan Data  

 

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah 

diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam 

penelitian ini.  

2. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-

kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-

benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.  

3. Penyusunan data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan 

dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan 

sehingga mempermudah interpretasi data.  

 

E. Analisis Data 

 

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara 

sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk 

memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian 
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ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode 

deduktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan 

yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian
 2
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